PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 5 TAHUN 1960)
Tent ang:
PENGHENTI AN BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NO. 17
TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA 1951 NO 100)

Presi den Republik Indonesi a,

Meni nbang :

a.

bahwa dengan terl aksananya perubahan Undang-undang Mata Uang
dengan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1958 (Lenbaran- Negara
tahun 1958 No. 46), yang telah nenjadi Undang-undang No. 71
tahun 1958 (Lenbaran-Negara tahun 1958 No. 125), di anggap
perlu wuntuk nenarik kenbali dari peredaran wuang Kkertas
Penmerintah dari pecahan Rp. 5,-dan Rp. 10,- yang di kel uarkan
ber dasar kan Undang-undang No. 17 tahun 1951 (Lenbaran- Negara
tahun 1951 No. 100) tentang nenetapkan Undang-undang Dar ur at
No. 21 tahun 1950 tentang pengeluaran wuang Kkertas atas
t anggungan Republi k Indonesia Serikat sebagai Undang-undang;

b. bahwa dianggap perlu pula nencabut sifat sebagai alat
penbayaran yang sah uang kertas Penerintah Republik Indonesia
Serikat dari Rp. 5,- dan Rp. 10,- ternaksud diatas dan
nmenbat asi  ber| akunya hak piutang terhadap Republik |ndonesia
ber dasar kan uang kertas Penerintah itu;

C. bahwa untuk nmaksud tersebut diatas, perlu nenghentikan
ber | akunya Undang-undang No. 17 tahun 1951 vyang Kkarena

keadaan yang nendesak perlu disel enggarakan dengan
seger a.

Mengi ngat

Pasal 22 dan 23 Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar

Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 16 Pebruari 1960;

Menmut uskan :

Menet apkan

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang penghenti an
ber | akunya Undang-undang No. 17 tahun 1951 (Lenbaran-Negara tahun
1951 No. 100).

Pada

Pasal 1.

hari di undangkannya Peraturan Penerintah Pengganti Undang-

undang ini di henti kan berl akunya Undang-undang No. 17 tahun 1951,



kecual i ket entuan-ketentuan sebagai mana diatur |ebih |anjut dal am
pasal - pasal beri kut

Pasal 2.

Mulai 1 April 1960 uang-uang kertas Penerintah Republik Indonesia
Serikat dari Rp. 5,- dan Rp. 10,- vyang dikeluarkan berdasarkan
Undang-undang No. 17 tahun 1951 tersebut dalam pasal 1 sifatnya
sebagai alat penbayaran yang sah dan ditarik kenbali dari
per edar an.

Pasal 3.

Menteri  (Miuda) Keuangan diberi  kuasa untuk nenyel enggarakan
penari kan kenbali wuang kertas ternmaksud dalam pasal 2, dengan
nmenberi kesenpatan untuk nenukar uang kertas Penerintah Republik
I ndonesi a Serikat tersebut seharga nom nal nya dengan uang yang sah
sel ama j angka waktu 3 bul an setel ah tanggal tersebut dal am pasal 2.

Pasal 4.

Sesudah jangka waktu tersebut dalam pasal 3 segala hak piutang
ber dasarkan uang kertas Penerintah atau bagian dari uang kertas
Penerintah, tersebut dalam pasal 2 nenjadi hilang dan tidak akan
di beri pengganti |agi berupa apapun juga.

Pasal 5.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, rnemnerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 1960,
Presi den Republ ik I ndonesi a,

SCEKARNQO

D undangkan di Jakarta.
pada tanggal 19 Pebruari 1960,
Menteri Kehaki man,

SAHARDIQ

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
No. 5 TAHUN 1960
t ent ang



PENGHENTI AN BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG
No. 17 TAHUN 1951
( LEMBARAN- NEGARA TAHUN 1951 No. 100).

. UMM

Seperti di ketahui pada waktu ini masi h beredar uang kertas
Penmeri nt ah Republik | ndonesia Serikat dalamlenbaran Rp. 5,- dan
Rp. 10,- yang di kel uar kan berdasar kan Undang-undang No. 17 tahun
1951 (Lenbar an- Negara tahun 1951 No. 100).

Dengan terl aksananya perubahan Undang-undang Mata Uang
(Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1958. Lenbaran-Negara tahun
1958 No. 46) yang tel ah nenjadi Undang-undang No. 71 tahun 1958
(Lenbar an- Negara tahun 1958 No. 125) di mana di nyat akan bahwa
Penerintah tidak | agi nengel uarkan uang kertas Penerintah dal am
| enbaran diatas Rp. 2,50, naka tidak pada tenpatnya |agi untuk
nmenper t ahankan terus beredarnya uang kertas Penerintah Republik
I ndonesi a Serikat itu, walaupun pada waktu itu masih
di pert ahankan ber edarnya karena uang kertas Bank dal am | enbar an
Rp. 5,- dan Rp. 10, - di pandang bel um cukup dal am per edaran. Pada
wakt u sekarang uang kertas Bank dal am | enbaran Rp. 5,- dan Rp.
10, - di pandang tel ah cukup dal am per edaran sehi ngga beral asan
sekarang untuk nenari k dari peredaran uang-uang kertas Penerintah
Republ i k I ndonesi a Serikat itu.

1. PASAL DEM PASAL.

Pasal 1.
Cukup Jel as.

Pasal 2 s/d pasal 4.
Pasal - pasal ini di maksudkan agar penari kan kenbali dari uang
Peneri ntah Republik Indonesia Serikat ini berjalan secara
ber angsur - angsur .
Pasal 5.
Cukup Jel as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG



